
BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

bahwa d,alam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Tahun
2OLg tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dall Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
pembentukan baerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah undang-Undang Nomor 27 Tahu1n 1959 tentang
Penetapan undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
i t, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
NegarJpembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Noiror 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
PerbendaharaaTT Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo+

Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOQ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

Mengingat :
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6. Unciang-Undang i'lomor 33 Tahun 2OO4 tentang
perimbangan i..r"r,.gr.rr. Antara pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Oaeran (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2oo4Nomor126,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa34;

T.Undang-UndangNorror23Ta}run2oogtentangPajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5Oa9);

S.Undang-UndangNomorlTTahun2ol4tentangMajelis
permusyawarati.r-r Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rak-vat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor5563),sebagaimanatelahdiubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2ol8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor li Tahun 2Ol4 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Deu'an Per';"'akilan Ralgrat'

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Ralryat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol8
Nomor29,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 61871;

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2ol5 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ot4 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Ked,udukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepaia

Daerah (Lembara.r N.g.., Republik Indonesia Tahun 2OOO

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara

Indonesia Nomor aO28\;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2oo5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No*o. 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2ol2NomorLTT,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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53aO);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5751;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tatrun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2OIO tentang Perubahan Atas Peraturan
Pernerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o1o Nomor 11O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7t Tahun 2oto tentang
standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor L23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2oll tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oll Nomor Sg,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Al2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ol7 tentang
pembinaan dan Pengawasan Penyelenggalan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6Oa\;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OLT tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggaran
DewanPerwakilanRakyatDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ol7 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

2O.PerabJI,radrt Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol8 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 61781;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembal.ar1 Negara Republik
IndJnesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
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Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Kerrangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI1 Nomor 31O);

23-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
br"irfr (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 4S01, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2oL8 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Oaeiatr (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 15);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2O18

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL9 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor TOL\;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor o9 Tahun
2OOg tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2oo5-2o25 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2oo9 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor

o3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong

Nomor O9 Tahun 2OO9 tentang Reneana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2OO5-

2025 (Lembarafl Daerah Kabupaten Taba-long Tahun 2OL8

Nomor 15);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2OLO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran baerah Kabupaten Tabalong Tahun 2OlO
illo*or 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor O l),sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2OL7 Nornor O2);

27 . Perab.tran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
perkotaan (Gmbaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2Ol3 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor O1);

28. Peraturatt Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun
2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengtg"t'
Daerah Kabupaten Tabalong Tahurr 2ol5-2o19 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2ol4 Nomor 18),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor a2 Tahun 20la tentang
Perubahan Atas Peratural Daerah Kabupaten Tabalong
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Nomor 18 Tahun 2Ol4 tentang Reneana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2Ol5-2O19 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2Ol8 Nomor O2);

29. Peratrtran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02);

3O. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ol9 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2018 Nomor 14);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Tahun
2olg tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2Ol9 Nomor );

Menetapkan

Pasal 1

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2Ol9,terdiri atas:

1. Pendapatan:
a. Pendapa-t-anAsli

Daerah
Rp. 1 84.5 23.O84 .632,00

b. Dana Perimbangan Rp.1. 177 .268.618.505,00

c. Lain-iain
Pendapatan yang Rp. 315.170.686.350,00
sah

Jumlah Pendapatan Rp.1.676 .962.389.487 ,OO

IvIEIvIUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
ANGGARAN 2019.

PENJABARAN PERUBAHAN
BELANJA DAERAHTAHUN

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Hibah
3. Belanja Bantuan

Sosial
4. Belanja Bagi

Hasil
5. Belanja Bantuan

Keuangan

:

Rp. 525.77 8.996.395,82
Rp. 42.111.495.000,00
Rp. 18.564.600.000,OO

Rp.8.349.000.000,00

Rp. 203.597 .38O.7OO,00
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6. Belanja Tidak
Terduga

Jumlaii Belar-rja
Tidak Langsung

Rp.3.500.000.000,O0

Rp. 8O 1.90 1 .472.A95,82

Rp. 99.157 .38O.277 .4O

Rp, 442.080.457 .427 ,64

Rp. 42O.911.479.L61,19

Surplus/ (Defrsit)

Rp.962. t49.316.866,23

Rp ) .7 e,4. CSC.788.962,Cs

( P..p. 87.088.399.475,05)

Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp.116.009'OO7 '626'Os
b. Pengeluaran Rp- 28.920'608' 151,00

Jumlah PembiaYaan Netto Rp.87.088.399.475,O5

Sisa LeLrih Fembiayaari Anggaran Tairun Berkenaan Rp. 0,00
(srLPA)

Pasal 2

Ringkasan perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum d.alam Lampiran I yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini.
Pasal 3

perubahan penjabaran ApBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih

lanjut dalam 
-Lampiran II yang mer-upakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan BuPati ini.
Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

VrnS ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam

iot i.*", pi1^k""rr""r, Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan'

b. Belanja Langsung :

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang
cian Jasa

3. Belanja Modal
Jumlah Belanja
Langsung

Jumlah Belanja

.J.
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Pasai 5

PeraturanBupatiinimulaiberiakupad'atanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya J"f"* Berita Daerah Kabupaten Tabalong'

n cLi Tanjung

Diundangkan oi Tanjung

pada tanggal

ARiS DAERAH

TABALONG,

,l/
NAWARAH

)RAH KABUPATEN TABALONCi TAHUN 2079 NOMOR 24
BERITA DAERAH


